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ABSTRAK

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindugan
Tenaga KerJa Indonesia (TKI) di luar negeri (UU PPTKILN) yang disetujui dalam
sidang paripurna DPR-RI tanggal 24 September 2004 telah berlaku sejak tanggal
ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri ianggal 18 Oktober 2004 dan
dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2004 No. 133 dan tambahan lembaran No.
4445, Dengan berlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah prestatif yang
dilakukan oleh pembentuk undang-undang (legislator), mengingat sejak Indonesia
merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Permasalahan penempatan TKI di
luar negeri merupakan masalah yang cukup krusial, terutama masalah penempatan TKI
ke luar negeri secara illegal atau permasalahan perdagangan manusia (trafficking) pada
saat proses penempatan TKI di luar negeri. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya
UU No. 39 Tahun 2004, dengan harapan agar proses penempatan TKI di luar negeri
memiliki payung hukum dan memberi kekuatan hukum para TKI, agar kemudian para
pahlawan devisa (sebutan untuk TKI) mampu menuntut hak jikalau dikemudian hari
terjadi permasalahan antara TKI dengan user (pemakai jasa TKI atau perusahaan yang
mempekerjakan TKI).

Pokok permasalahan yang disajikan penulis didalam pembahasan kebijakan
kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004 (UU
PPTKILN) adalah: (1). Perbuatan apa sajakah yang dikriminalkan dalam UU
PPTKILN? atas dasar apakah kebijakan kriminalisasi di tetapkan dalam UU
PPTKILN? (2). Bagaimanakah bentuk atau rumusan atau formulasi
pertanggungjawaban pidana yang di terapkan dalam UU PPTKILN? apa ukuran
pengenaan pertanggungjawaban pidana kepatla si pelaku pidana dalam UU PPTKILN?
(3). Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan
pertanggungjawaban pidana yang di berlakukan dalam UU PPTKILN? atau apakah
penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU
PPTKILN sesuai dengan hukum Islam?

Penulis melakukan penehtlan yang bersifat eksplanatoris atau confi irmatory
research, yang dalam hal ini penulis mencoba menerangkan perbuatan apa saja yang
telah ditetapkan atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana didalam UU PTKILN
(untuk mendapatkan penjelasan tentang kebijakan kriminalisasi dalam UU PTKILN),
selain itu juga penelitian berupaya menerangkan bagaimana rumusan dan bentuk
pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam UU PTKILN, yang terakhir adalah
menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan
pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan didalam UU PTKILN. Pendekatan
yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan Normatif atau yuridis, yaitu penulis
didalam melakukan pendekatan terhadap masalah kebijakan kriminalisasi dan
pertanggungjawaban pidana dengan mendasarkannya pada teks-teks Al-Qur’an dan
As-Sunnah, baik untuk pembenarannya maupun pemberian norma atas masalah ini.

Akhir kata, permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban
pidana dalam UU No. 39 Tahun 2004, bahwasanya hukum Islam memandang tinggi
sebuah nilai kemaslahatan umat, yang dalam hal ini sudah dengan baik di
intepretasikan dalam redaksional undang-undang tersebut sehingga penerapan
kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidan sudah sesuai dengan nilai-nilai
yang dianut di dalam hukum Islam.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang
disetujui dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 September 2004 telah
berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri
tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam lembaran Negara Tahun 2004 No.133
dan Tambalian Lembaran Negara No. 4445.

Dengan berlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah prestatif yang
dilakukan oleh pembentuk undang-undang (legislator), mengingat sejak Indonesia
merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selama ini secara yuridis
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri adalah Ordonansi
tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di luar
Indonesia (Staatblad Tahun 1887 No.8) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. Kep. 104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia ke luar negeri serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-
undangan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pengaturan penempatan dan
perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri secara lengkap dan komprehensif.
Pengaturan melalui 'KepMen-pun ternyata .bclum dapat mengatasi permasalahan

penempatan TKI di luar negeri secara optimal, terutama dalam mencegah



penempatan TKI ke luar negeri secara illegal.’

Dengan demikian terlihat bahwa kebijakan legislasi menggunakan sarana
hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (criminal law policy/penal
policy/politik hukum pidana)? dalam UU PPTKILN belum secara optimal mampu
diterapkan dan meﬁcegah penempatan TKI secara ilegal atau melalui jalur yang
tidak sesuai dengan' ketentuan atau peraturan yang ada, Oleh karena itu adalah
menarik dan penting untuk mengkaji ulang tentang kebijakan hukum pidana yang
diterapkan dalam UU PPTKILN. Namun mengingat pokok bahasan tentang
kebijakan hukum pidana terlalu luas,® maka penelitian ini diarahkan pada bidang
hukum pidana materil* dan difokuskan pada kajian tentang masalah kebijakan

kriminalisasi® dan pertanggungjawaban pidana® dalam UU PPTKILN.

' Baca Pejelasan Umum UU PPTKILN; lihat juga “UU PPTKILN Mencegah Penempatan
TKI Tlegal,” hitp://www.nakertrans. go.id/newsdetail.php?id=194, akses 8 Januari 2008.

2 “Kebijakan Hukum Pidana Mengandung Arti Bagaimana Mengusahakan Atau Membuat
Dan Merumuskan Suatu Perundang-undangan Pidana Yang Baik”. Lihat Barda Nawawi Arief, Bunga
Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet. Ke-1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), him, 27-28.

3 Kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana
material, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Lihat Ibid, him. 30.

4 Ada 3 masalah pokok dalam bidang hukum pidana materil yaitu perumusan perbuatan
yang dilarang  (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan sanksi yang
diancamkan, Lihat Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilun Pidana, cet. Ke-l (Semarang : Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), him. 50,

3 “Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan
yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang
dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan
kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu
termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penai policy). Lihat Barda Nawawi Arief, Kapita
Selekta Hukum Pidana, cet. Ke-I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), him, 240,

® Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana didasarkan asas “tiada pidana tanpa
kesalahan” yang dikenal dengan Asas Kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat dipidana bila
melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah / jahat. Namun dalam
perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari Asas Kesalahan.
Lihat Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Di Indonesia, cet. Ke-1 (Bandung : Penerbit CV. Utomo, 2004), hlm. 50.



Persoalan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana tersebut
kian menarik dan penting jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Persoalan inilah
yang menjadi latar belakang dan daya tarik penulis di dalam melakukan perulisan
karya ilmiah ini atau melakukan penelitian. Sehingga besar harapan kemudian
adalah penulis mendapatkan saran dan kritikan yang membangun guna
menyempurnakan penelitian atau penulisan karya ilmiah ini dan kemudian penulis

mampu menyelesaikannya dengan baik.

B. Pokok Masalah

1: Perbuatan apa sajakah yang dikriminalkan dalam UU PPTKILN? Atas
dasar apakah kebijakan kriminalisasi ditetapkan dalam UU PPTKILN?

2. Bagaimanakah bentuk atau rumusan atau formulasi pertanggungjawaban
pidana yang diterapkan dalam UU PPTKILN? Apa ukuran pengenaan
pertanggungjawaban pidana kepada si pelaku pidana dalam UU
PPTKILN?

3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi
dan pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan dalam UU PPTKILN?
atau Apakah penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban
pidana yang diberlakukan dalam UU PPTKILN sesuai dengan Hukum

Islam?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian :

a. Untuk mengetahui perbuatan apa saja yang telah ditetapkan atau
dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam UU PPTKILN. Untuk
mendapatkan penjelasan tentang kebijakan kriminalisasi dalam UU
PPTKILN.

b. Untuk mengetahui rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana
yang dite'rapkan dalam UU PPTKILN.

c. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan
kriminalsasi dan pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan

dalam UU PPTKILN

2. Kegunaan penelitian :

a. Untuk menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya
dan khususnya berguna untuk pengembangan materi hukum Islam
dalam bidang Jinayah Siyasah. '

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi legislatif dalam rangka
penyusunan kebijakan kriminalisasi dalam bentuk Undang-Undang.
Khususnya sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan

kriminalisasi atau dekriminalisasi dalam UU PPTKILN,

D. Telaah Pustaka
Dalam kepustakaan hukum pidana telah banyak buku yang ditulis oleh

para sarjana hukum positif mengenai kebijakan kriminalisasi dan



pertanggungjawaban pidana. Alhasil, d'idalam buku yang berjudul Azas
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability
dan Vicarious:Liability).”

Materi buku ini menyajikan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana
yang secara garis besar mengenai syarat untuk adanya pertanggungjawaban
pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan dan
kesengajaan, Didalam buku ini juga dijelaskan, tidaklah mungkin dapat dipikirkan
tentang adanya kesengajaan dan kealpaan, apabila orang (sebagai pelaku delik
bidana) itu tidak ma.mpu bertanggung jawab. Begitu pula, tidak dapat dipikirkan
mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak
pula ada kesengajaan atau kealpaan.

Selain itu juga, buku ini menerangkan mengenai konsep korporasi dan
pertanggungjawaban korporasi, serta menjelaskan konsep strict liability dan
vicarious liability, yang mana strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa
kesalahan (liability without fault), dimana asas kesalahan merupakan jantung dari
hukum pidana.

Didalam buku yang berjudul Pikiran-Pikiran Tentang
Pertanggungjawaban Pidana®, Roeslan Saleh menjelaskan mengenai ; bahwa
praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan
yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-

keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana,

” Hamzah Hatrik, Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia
(Strict Liability dan Vicarious Liability), (Jakarta : Rajawali Press, 1996)

¥ Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta : Ghalia
Indonesia; 1982). ) ’ .



sehingga di dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk
bengenaan pidanany.a cukup .dengan “stric; liability”. Maksudnya adalah adanya
kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak
mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan
pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas .
terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak
bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah suatu
kejahatan.

Permacalahan tentang kesalahan, kesengajaan dan kealpaan juga tak lepas
ciari pembahasan buku ini. Yang lebih menitik beratkan pada;
pertanggungjawaban pidana adalah sesvatu yang berkaitan dengan keadaan-
keadaan mental dari tersangka dan hubungan antara keadaan mental itu dengan
perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu diccla
karenanya. Sehingga dapat dilihat bahwa antara pertanggungjawaban pidana
dengan kesalahan, kesengajaan dan kealpaan memiliki korelasi keilmuan dan juga
terdapat prinsip yang lebih fundamental. Prinsip yang lebih fundamental adalah
“bahwa untuk pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut moral
culpability.” Dan moral culpability dipandang tidak ada jika pada waktu
dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan
memaafkan terhadap itu.

Didalam buku pun dijelaskan mengenai moral culpability adalah suatu
dasar dari pertanggungjawaban dari perbuatan pidana. Sehingga unsur yang

demikian, oleh hukum diharuskan ada dalam pikiran sesorang untuk dapat



mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga akan terjamin
bahwa tidak seorangpun akan dipidana tar}pa adanya syarat utama yang disebut
rﬁoral culpability. 'Yang demikian disebabkan oleh karena memang yang
dimaksudkan hany-a memidana mereka yang telah dengan sengaja melakukan
perbuatan-perbuatan yang menurut moral adalah salah dan oleh undang-undang
juga terlarang.

Moeljatno, menjelaskan didalam bukunya yang berjudul Perbuatan
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana’, perbuatan
pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang
siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian dapat kita pahami
bahwa pokok pengertian tetap pada perbuatan, di mana sifatnya dengan tegas
yaitu dilarang, tidak boleh dilakukan.

Disamping itu juga, Moeljatno menjelaskan pertanggungjawaban pidana
dalam hukum pidana yakni “criminal responsibility” atan “criminal liability”, ini
merupakan pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana dalam hal, bahwa
kalau dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam
pertanggungjawaban pidana sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orangnya yang
melakukan perbuatan. Antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana
dalam hukum pidana, ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan
dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti
kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tidak

mungkin ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada perbuatan pidana. Dalam

? Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabun Pidana dalam Hukum Pidana,
(Jakarta : Bina Aksara, 1983).



hal ini kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya
pertanggungjawaban pidana yang berupa pengenaan pidana. Sebab didalam
masyarakat Indonesia belaku azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Muladi dan Barda Nawawi Aief, didalam buku Teori-Teori dan Kebijakan
Pidana'® menjelaskan dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan
menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan
apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, selain itu juga dibahas terkait
dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Mengenai _permasalahan kebijakan kriminalisasi Barda Nawawi Arief,
menjelaskan pemikirannya mengenai kebijakan kriminalisasi yang termuat di
dalam bukunya yang berjudul Bunga Ramﬁai Kebijakan Hukum Pidana'', bahwa
kebijakan mengandung arti yang cukup luas, diantaranya kebijakan dalam arti
sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap
pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan menurut arti luas maka
kebijakan kriminalisasi mengandung pengertian keseluruhan fungsi dari aparatur
penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
Dalam arti yang paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui
perundang-undangan atau badan—badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan
norma-norma sentrai dari masyarakat. Selain pengertian yang telah dikemukakan
diatas masih terdapat satu pengertian, disini kebijakan kriminal merupakan “suatu

usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.”

' Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cet. Ke-IIl
(Bandung : PT. Alumni, 2005)

'' Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 1996)



Buku ini juga menjelaskan pokok-pokok pemikiran mengenai
pertanggungjawaban pidana, bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan
pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam
undang-undang. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas kesalahan terutama
dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Lain halnya jika
pertanggungjawaban pidana terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak
pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, akan tetapi hal
tersebut berbeda, jika pelaku delik atau terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga
kemungkinan terjadinya akibat dari tindakannya.

Pandangan Islam mengenai permasalahan ini dapat dikatakan bahwa kita
akan selalu merujuk pada Al-qur’an yang mana dapat kita baca melalui
terjemahannya. Untuk penﬁaslahan ini, kon.sep ta’zir yang mampu menjawabnya.
Buku yang berjudul figh jinayah (sebagai upaya menanggulangi kejahatan dalam
Islam) dijelaskan bahwa fa 'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh
Al-qur’an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah
dan hak hamba yang berfungsi memberi pelajaran kepada si terhukum dan
mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.'>

Untuk keberadaan ataupun eksistensi dari fazir secara harfiah memang
diakui, mengapa dapat dikatakan demi}dan hal tersebut didasarkan pada
penjatuhan sanksi ;a zir yang diserahkan kepada ulil amri dan merupakan
hukuman tambahan selain itu juga fa’zir sangat tegantung kepada tuntutan

kemaslahatan. Menurut para fuqaha jarimah tazir dibagi menjadi dua; yakni 1)

"2 A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), cet. Ke-I
(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996)
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jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan 2) ta zir yang berkaitan dengan hak
perorangan. Yang menjadi fokus pembahasan kita adalah ta'zir yang berkaitan
dengan hak perorangan. Dimana objek dari materi UU PPTKILN adalah para
Tenaga Kerja Indonesia (ITKI) sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah
antara TKI, pemeriﬂtah yang dalam hal ini sebagai /egislator dan Lembaga atau
badan usaha yang menyalurkan TKI ke negara tujuan (PITKI).

Dalam hal ini hukum pidana Islam (figh jinayah) memberikan sebuah
ketentuan bagi keberlangsungan hubungan hukum antara TKI (sebagai objek),
pemerintah (sebagai legislator) dan PJTKI (lembaga penyalur TKI/ subyek)
bahwasanya kesalahan atau pelanggaran terhadap norma hukum tidak dapat
diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana
Islam, yakni ‘“asas _larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.” Hal
serupa dijelaskan didalam buku Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan tata
hukum Islam di Indonesia)'® sehingga menjadi sangat jelas bahwa kesalahan yang
dilakukan beban pidananya tidak dapat atau tidak boleh diwakilkan kepada orang

lain.

E. Kerangka Teori
Ada 3 masalah pokok dalam bidang hukum pidana materil yaitu
perumusan perbuatan yang dilarang (krimjnalisasi), pertanggungjawaban pidana

(kesalahan), dan sanksi yang diancamkan. "

¥ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islanm: di
Indonesia), cet. Ke-XI (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004)

" Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cet. Ke-1 (Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 1995), him, 50.
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Langkah pertama penelitian ini didasarkan kenada teori kriminalisasi
Sudarto. Menurut beliau kriminalisasi adalah :
Proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang
dapat dipidana. Yang kemudian proses kriminalisasi diakhiri dengan
terbentuknya undang undang dlmana perbuatan itu diancam dengan
suatu sanksi yang berupa pidana.'’ Selain itu juga, kriminalisasi

merupakan proses penetapan suatu gerbuatan yang semula bukan
tindak pidana menjadi tindak pidana.'

Kemudian penelitian ini dilanjutkan pada pengertian kebijakan, yang
memiliki tiga arti yang cukup luas, diantaranya kebijakan dalam arti sempit, luas,
dan paling luas. Pengertian kebijakan dalam arti sempit : “Adalah keseluruhan
asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang
berupa pidana. Sedangkan dalam arti luas : “Kebijakan merupakan keseluruhan
fungsi dari aparatur penegak, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan
polisi”.

Dalam pengertian yang paling luas : “Kebijakan merupakan keseluruhan
kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi,
yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat™'”.

Sebagaimana telah diutarakan pada latar belakang masalah, maka
penelitian dilakukan terhadap kebijakan kriminalisasi. Pada pengertian kebijakan
kriminalisasi menurut Barda Nawawi Arief yang menjadi rujukan penulis didalam
memahami pengertiaan kebijakan kriminalisasi, mengandung pengertian sebagai

berikut :

'* Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, cet. Ke-IV (Bandung : Alumni, 1986), him, 31-32,
'S Ibid. Him. 151.

7 Ibid.
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Jadi pengertian kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan
dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana
(tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat
dipidana),”'® atau kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan
sebagai tindak pidana kejahatan." Jadi, pada hakikatnya kebijakan
kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal
policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh
karene itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (penal

policy).

Setelah men;ahami pengertian-pengertian diatas maka selanjutnya akan
mencoba menerangkan dasar atau kriteria penetapan suatu tindakan atau
perbuatan yang dikriminalkan di atas didasarkan pada syarat suatu perbuatan atau
tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal, yang dalam hal ini
syarat-syarat telah memiliki kesatuan yang jelas, menurut Haliman dan Makhrus

Munajat adalah sebagai berikut® :
1. Sifat Melawan Hukum (Unsur Formil).

2. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut,
dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (Unsur

Materiil).

3. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh

hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (Unsur Moril).

'* Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, cet. Ke-1 (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2003), him. 240.

" Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, cet. Ke-ll (Bandung : PT, Citra Aditya Bakti, 2005), him. 57.

® Haliman, Hukum Pidana Syari‘at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah, cet. Ke-l
(Jakarta : Bulan Bintang, 1971), him. 66. Lihat juga Makhrus Munajat, Dekoastruksi Hukum
Pidana Islam, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), him. 10.
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Menentukan suatu tindakan atau perbuatan ke dalam perbuatan pidana

didasarkan kepada sebuah kriteria, yang dalam hal ini Sudarto berpendapat, dalam

menghadapi permasalahan kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai

berikut®'

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional yaitu .mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini
(penggunaan) hukum pidana bertujuan menanggulangi kejahatan dan
mengadakan peneguhan terhadap tindakan itu sendiri, demi

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki,”
yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau

sprituil) atas warga masyarakat. '

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya

dan hasil (cost benefit principle).

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan

sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

2! Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Jakarta : Alumni, 1977), him. 44-48. Lihat juga,
Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan dekriminalisasi), cet. Ke-1I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), him. 40-41.
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Selain itu juga, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindakan

kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut®* :

1.

Apakah perbuatan itu tidak sesuai atau dibenci oleh masyarakat karena
merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat
mendatangkan korban.

Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan
dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan
penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan
pelaku kejahaitan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib
hukum yang akan dicapai.

Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang
tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan
yang dimilikinya.

Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-
cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan

masyarakat.

Dalam hal ini juga, dipandang perlu melakukan sebuah pendekatan holistik

(secara menyeluruh, bersifat secara keseluruhan), yang kemudian tersimpul dalam

beberapa kriteria yang patut dipertimbangkan yang diajukan oleh Sudarto® dalam

menetapkan kriminalisasi, yaitu :

2 Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan dekriminalisasi), cet. Ke-ll (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), him. 42,

3 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Jakarta : Alumni, 1977), hlm. 45-50. Lihat juga,
Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan dekriminalisasi), cet. Ke-ll (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), him. 42-43,
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1. Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan
pengguguran terhadap tindakan penaggulangan itu sendiri. Pemahaman
dan perwujudan mengenai tujuan hukum pidana ini sangatlah perlu
demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat
secara seimbang.

2. Ukuran untuk menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak
disukai oleh masyarakat disamping ketercelaan tindakan tersebut juga
karena perbuatqn itu merugikan atau mendatangkan korban,

3. Harus dfperhatikan cost dan benefit principle, artinya usaha untuk
mengkriminalisasikan harus seimbang dengan hasilnya.

4. Harus dipertimbangkan apakah kriminalisasi menambah beban dari
aparatur penegak hukum sehingga tidak sampai menimbulkan
overbelasting (kelampauan beban tugas sehingga peraturan itu menjadi

kurang efektif).

Hal inilah yang menjadi latar belakang ataupun tujuan para mujtahid
mengkriminalkan perbuatan yaitu bertujuan untuk menjaga tatanan
kemasyarakatan, a{tau menjaga kepercayaan-kepercayaan atau menjaga harta
benda, menjaga nama baik, menjaga kehormatan, menjaga jiwa dan lain
sebagainya, serta pada umumnya menjaga kepentingan dan Kketentraman
masyarakat®® sehingga tujuan penjatuhan hukuman pun akan tercapai yaitu
menjaga akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga

kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.25

* Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), cet.
Ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), him. 14.

%5 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. Ke-I (Yogyakarta : Logung
Pustaka, 2004), hlm. 8.



Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seseorang
bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur
oleh undang-undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan
secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum
tertentu, dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu.
Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem
hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam konsep syari’at Islam
ialah pembebanan 'seseoréng dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada
perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia
mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.?®

Konsep pertanggungjawaban pidana dijelaskan di dalam Firman Allah
yang berbunyi :

7 A ) CoplS Ly il S

Firman Allah yang berbunyi :

V) i S S5 Y 5 e b US ) sh g Ly ol A el 8
IR TGNV I IESNISETE BS FISS - R T
% () 54BAT 48 SIS Ly

% Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. Ke-11l (Jakarta : Bulan Bintang,
1967), him. 154,

27 Al-Muddatstsir (74) : 38.

2 Al-An'am (6) : 164.
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Surat FatIr ayat 18 (QS : 35 : 18)¥ menerangkan, bahwa orang yang
berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang pada intinya adalah beban
dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

Firman Allah yang berbunyi :

Ay AV salaal m gy Wy aSie A2 A Gl 15 55

( Soar

SRR IR IPE\ESSTE BS FRSS I R AR I SYRPE S
0 giall Iy ale 4 () slast Q1S Loy aStid oSaas g

Surat Al-Najm ayat 38 (QS : 53 : 38) pun menerangkan hal yang sama,

yang berbunyi :
B USSTI S PSS

Dari ayat-ayat tersebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul
tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan orang lain. Karena
pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak
dapat dipindahkan kepada orang lain, hal tersebut sesuai dengan asas-asas hukum
232

pidana Islam yaitu : “larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu®> :

¥ Al-Fafir (35) : 18.
% Az-Zumar (39) : 7.
3! Al-Najm (53) : 38.

2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia), cet. Ke-Xi (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004)

3 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Isiam, cet. Ke-11I (Jakarta : Bulan Bintang,
1967), him. 154.
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1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.

3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Melihat perbuatan yang dikriminalkan pada bab ketentuan pidana,
memiliki ketentuan pertanggungjawaban pidana yang berbentuk sanksi pidana
penjara, kurungan dan denda. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan pidana tersebut, pelaku delik atau pelaku pidana akan dikenakan sanksi
yang tegas.

Prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas “tiada pidana
tanpa kesalahan” yang dikenal dengan Asas Kesalahan. Artinya, pelaku pidana
dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang

salah atau jahat.

Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa kriminalisasi adalah proses
penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Yang
kemudian proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya undang-undang
dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Selain itu
juga, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang semula

bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Pengertian kebijakan kriminalisasi, adalah sebagai berikut : jadi pengertian
kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan
yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana

(perbuatan yang dapat dipidana), atau kebijakan dalam menentukan suatu
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perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan. Jadi, pada hakekatnya kebijakan
kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan
menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian

dari “kebijakan hukum pidana” (penal policy).

Prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas “tiada pidana tanpa
kesalahan” yang dikenal dengan asas kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat
dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah
atau jahat. Mengenai adanya asas kesalahan sebagai persyaratan pemidanaan,
perlu dipikirkan kemungkinan sejauh mana asas kesalahan tersebut dapat dibatasi
dengan doktrin strict liability dan vicarious liability.** Dasar pertimbangan kedua

doktrin tersebut adalah :

a. Sejauh mana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-
delik baru mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan

eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas.

b. Sejauh mana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan

asas ketiadaan kesalahan sama sekali.*

Demikianlah rumusan kerangka teori yang dijadikan oelh penulis sebagai
landasan teori didélam mengkaji permasalahan kebijakan kriminalisasi dan

pertanggungjawaban pidana di dalam UU PPTKILN,

* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cet. Ke-Ill
(Bandung : PT. Alumni, 2005), hlm. 146.

35 Ibid. Hlm. 147.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk penelititan kepustakaan atau library research,
yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan
kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana baik dalam hukum Islam

maupun hukum positif.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris atan confirmatory research’®, yang
dalam hal ini penyusun mencoba menerangkan perbuatan apa saja yang telah
ditetapkan atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana didalam UU PTKILN
(untuk mendapatkan penjelasan tentang kebijakan kriminalisasi dalam UU
PTKILN), selain itLl juga penyusun berupaya menerangkan bagaimana rumusan
dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam UU PTKILN,
yang terakhir adalah menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kebijakan
kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan di dalam UU

PTKILN.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif atau yuridis,
yaitu mendekati masalah kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana
dengan mendasarkannya pada teks-teks Al-Qur’an dan As-Sunnah, baik untuk

pembenarannya maupun pemberian norma atas masalah ini.

% Masri Singa Rimbun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survai ( Jakarta : LP3ES, 1981)
hlm. 3.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Cara yang ditempuh untuk memperoleh data ialah dengan penulusuran
bahan pustaka, yaitu dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder dari
bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan
pendapat para satjana hukum terkemuka khususnya yang menyangkut
permasalahan  kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana.
Sedangkan untuk data primer penulis mengkaji Pasal 102, 103, dan 104 bab

ketentuan pidana Undang-undang No. 39 Tahun 2004.

S. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analistis,
yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data kualitatif. Dengan kata
lain penyusun tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang
éebenarnya dimaksud dengan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban
pidana menurut pandangan Islam. Akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk
memahami latar belakang dari permasalahan hukum.
Disamping itu data yang diperoleh akan diurai dan disimpulkan dengan berpijak

pada kerangka berfikir induktif, deduktif dan komparatif.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi : latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori,
metodologi dan sistematika pembahasan. Keterkaitan antara bab pertama dengan

bab kedua dapat dikatakan bahwa bab pertama merupakan langkah pertama atau
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gambaran umum mengenai isi skripsi, sedangkan bab kedua !ebih mengkhususkan
pembahasan. Pembahasan bab kedua menjelaskan pokok pembahasan yang
terdapat dalam kerangka teori, yakni mengenai kebijakan kriminalisasi dan
pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam.

Bab kedua mengemukakan kebijakan kriminalisasi dan konsep
pertanggungjawaban  pidana menurut hukum Islam. Yang mencakup
permasalahan  pengertian  kriminalisasi ~atau  perbuatan  pidana, asas
pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, pertanggungjawaban korporasi
menurut hukum Islam. Kaitan antara bab kedua dan bab ketiga dapat dijelaskan
bahwa bab ketiga merupakan pengejawantahan ide-ide hukum positif mengenai
kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana. Sedang bab kedua lebih
menjelaskan dari sudut pandang hukum Islam.

Bab ketiga menerangkan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban
pidana dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI
di luar negeri. Mencakup latar belakang munculnya UU No. 39 Tahun 2004 yang
kemudian dilanjutkan dengan perumusan dan identifikasi perbuatan pidana yang
diatur didalam UU No. 39 Tahun 2004. Yang terakhir menjelaskan bagaimana
kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana diatur didalam UU No.
39 Tahun 2004. Keterkaitan antara bab ketiga dan bab keempat, bab ketiga
menjelaskan mengenai ide-ide atau pun konsep mengenai kebijakan kriminalisasi
dan pertanggungjawaban pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004, yang kemudian
dapat dijadikan sebagai bahan analisa di dalam mcrumuskan analisa akademik

yang ingin dijelaskan di dalam bab keempat.
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Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, akan dibahas bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban
pidana dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan
tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ( UU PPTKILN ). Yang mencakup
analisis dari segi kebijakan kriminalisasi dan dilanjutkan dengan analisis dari segi
partanggungjawaban pidana. Keterkaitan bab keempat dengan bab kelima adalah
dari segi analisa akademik terhadap permasalahan kebijakan kriminalisasi dan
pertanggungjawaban pidana yang selanjutnya akan diperoleh kesimpulan dan
sekaligus dapat memperoleh jawaban pokok permasalahan.

Kemudian Bab kelima diakhiri dengan mengemukakan kesimpulan dari

hasil pembahasan, ditambah dengan saran-saran yang mendukung untuk

keperluan lebih lanjut.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

I8

Jadi perbuatan-perbuatan yang dikriminalkan di dalam UU No. 39 Tahun
2004 dapat dilihat pada bab ketentuan pidana pasal 102, 103, dan 104.
sedangkan dasar penetapan kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 39
Tahun 2004 adalah : (a). Sifat melawan hukum (unsur formil), (b).
Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat
dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsur materiil), (c).
Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum
dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (unsur moril) atau perbuatan
yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian
(materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa bentuk atau rumusan atau formulasi
pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UU No. 39 Tahun 2004
adalah :
a. Strict liability atau pertanggungjawaban ketat yang dalam hal ini diatur
ketentuannya di dalam pasal 102 UU No. 39 Tahun 2004,
b. Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti  atau
diwakilkan, Yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 23

103 dan 104 UU No. 39 Tahun 2004.

91 -
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Hal ini disebabkan karena pelaku delik pidana yang terdapat di dalam UU
UU No. 39 Tahun 2004 adalah person atau manusia dan korporasi/ Badan
Hukum/PJTKI. Akan tetapi kedua bentuk / rumusan / formulasi
pertanggungjawaban pidana tersebut saling melengkapi satu sama lain
sehingga menjadi satu kekuatan ketentuan pidana.

3. Di dulam permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban
pidana yang termuat di dalam UU No. 39 Tahun 2004 pada kenyataannya
sejalan dan selaras dengan nilai-nil.ai Islan& dan asas-asas hukum pidana
Islam, yakni nilai kemaslahatan dan larangan memindahkan kesalahan
kepada orang lain. Sechingga pada intinya bahwasanya penerapan
kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang termuat di

dalam UU No. 39 Tahun 2004 sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Hasil penelitian ini membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih
lanjut tentang efektiﬁtas dari ketentuan pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004.
Kajian lain yang menarik untuk diungkapkan lebih jauh adalah tentang Trafficking
(perdagangan manusia) menurut hukum Islam.

Masalah-masalah itu perlu dibahas untuk mengembangkan dan
merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat memenuhi kebutuhan zaman, dan

sekaligus sebagai bahan masukan bagi materi-materi hukum positif di Indonesia.
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LAMPIRAN I :

TERJEMAHAN

No Nomor ] N

Urt [ Him | FN TERJEMAHNYA

I 16 27 Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah

30 13 diperbuatnya.
B 81 24
2 16 28 Katakanlah: “Apakah aku akan mencari Tuhan selain
31 14 Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan
82 25 tidaklah seorang membuat dosa melainkan
kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan
. diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”,
3 17 30 Jika kamu Kkafir, maka sesungguhnya Allah tidak
3l 14 memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridhai kekafiran
82 27 bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia
meridhai bagimu kesyukuranmu itu: dan seorang yang
berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian
kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya
Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam
. (dada)mu.
4 17 31 (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan
32 17 memikul dosa orang lain,
|82 28

5 35 22 Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang
terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada

u hari Sabtu.

6 36 23 Berapa banyak kota yang Kami telah membinasakannya,
yang penduduknya dalam keadaan zalim.

i 36 24 Para muslimun bersamaan darah-darah mereka dan
tanggung jawab mercka dilaksanakan oleh orang yang
paling rendah dari mereka.

8 39 20 Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim
yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah

! mereka itu kaum yang lain (sebagai pengganti).

9 44 41 Perumpamaan orang mukmin dalam cinta dan Kasih
sayang dan kelemah lembutan layaknya badan ketika salah
satu anggota badan merasakan sakit maka seluruh tubuh

B merasakan panas dan demam. -

10 | 46 45 Dan (penduduk) negeri itu telah kami binasakan ketika

1 mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu




tertentu bagi kebinasaan mereka,

46

46

Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak
khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara
kamu, Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-
Nya.

12 |76

12

Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu,
dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah aku

90

40

ridhoi Islam sebagai agamamu.
Menghindari kerusakan didahulukan untuk mendatangkan
kemaslahatan.

I



LAMPIRANII :

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. ‘Abd Qadir ‘Audah

‘Abd Qadir ‘Audah adalah seorang hakim yang adil dan pengarang
klasik yang terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo, Mesir tahun
1930. pada tahun 1952, bersama-sama dengan temannya turut mencetuskan
revolusi Mesir. Sebagai ahli hokum ia pernah diberi kepercayaan untuk
membentuk UUD Mesir yang baru. Tanggal 8 Desember 1954 beliau syahid
di tiang gantungan akibat terkena fitnah.

Hasil karyanya antara lain :

1. At- Tasyri’ al-Jina’i al-Islam

2. Al-Islam wa Auda’una al-Qanuniyyah

2. Chidir Ali, S. H
Nama lengkapnya Mochammad Chidir Ali, S.H. beliau lahir di Kidul
pasar Malang. Pendidikan terakhirnya di Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran Bandung pada tahun 1973. semenjak tahun 1965 sampai sekarang
beliau mengajar di Fakultas Hukum Universitas yang sama.
Beliau banyak menyusun buku yang diterbitkan oleh berbagai penerbit
diantaranya tentang Aneka Perjanjian, Perikatan, Hukum Dagang, Hukum

Perdata dan Hukum Pidana,

111



v

3. T. M. Husbi Ash-Shieddieqy

Beliau lahir pada 10 Maret 1904 di Loeksumawe. Belajar pada
pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya, Banyak
mendapatkan bimbingan dari ulama Muhammadiyah Bin Salim il-Kélali.

Tahun 1927, beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh
Ustad Umar Hubeis. Kemudian pada tal;un 1928 memimpin sekolah Al-Irsyad
di Loeksumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan faham
tajdid serta memberantas bid’ah dan khurafat.

Tahun 1930 menjadi kepala Sekolah Al Huds dj Krung Mane,
mengajar di HIS dan MULQO Muhammadiyah, ketua Jong Islamiten Bond
Aceh Utara,

Tahun  1940-1942  menjadi  direktur Daarul  Mu’allimin
Muhammadiyah Kutaraja, membuka Akademi Bahasa Arab Tertinggi di
Aceh,

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan Fakultas Syari’ah di
Universitas Sultan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di UII
Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu
beliau juga menjadi Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-
Qur’an, Departemen Agama, Ketua Lembaga Figih Islam Indonesia (Lefisi),
anggota majelis Ifta Wattarjih Al-Irsyad:

Belaiu wafat pada tanggal 9 Desember 1975.



4. Ahmad Azhar Basyir -

K. H. Ahmad Azhar Basyir, M. A. adalah dosen Fakultas Filsafat
Unversitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Lahir di Yogyakarta 21
November 1928. Tamat dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
(PTAIN—sekarang UIN Sunan Kalij aga) Yogyakarta pada tahun 1956, lalu ke
Universitas Calro Jurusan Sayr1 ah Fakultas Daar al-Ulum dan memeperoleh
Magister dalam Islamlc Studles Lalu ke Pendidikan Purna Sarjana Filsafat
UGM (1971-1972).

h Jébatan lain adalah Ketua Majelis Tarjih, PP Muhammadiyah, Ketua
Jurusan Filsafat Agama Fakultas Filsafat UGM, anggota Lembaga Figh Islam
Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil Indonesia. Dosen luar biasa
Universitas Muhhammdiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (U1,
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pasca Sarjana dalam bidang hokum Di
Universitas Indonesia -(UI) Jakarta. Terakhir adalah ketua Muhammadiyah

sampai saat wafatnya pada Selasa 28 Juni 1994,
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